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ABSTRAK 

Overcrowding lembaga pemasyarakatan masih menjadi permasalahan utama dalam 
sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya akibat dominannya penggunaan 
pidana penjara jangka pendek bagi tindak pidana ringan. Oleh karena itu, pidana 
kerja sosial hadir sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek akibat tindak 
pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana kerja 
sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai alternatif pidana penjara serta mengkaji 
efektivitasnya melalui perbandingan dengan penerapannya di Inggris dan Belanda. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional 
merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan menuju model yang lebih 
humanis, rehabilitatif, dan restoratif serta berpotensi signifikan dalam mengurangi 
overcrowding. Pembelajaran dari Inggris dan Belanda memperlihatkan bahwa 
keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sangat bergantung pada kejelasan 
pedoman pelaksanaan dan dukungan kelembagaan. 
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